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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 29 TAHUN 2016 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN, PELEPASAN, ATAU PENGALIHAN HAK ATAS 

PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING 

YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang 

Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh 

Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, 

atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat 

Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang 

Berkedudukan di Indonesia; 

b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Menteri dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 

Tahun 2016 dirasakan kurang optimal sehingga perlu 

diganti; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan 

Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian 

oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2043);  

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5252); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5216); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 

Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai 

atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang 

Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh 

Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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5793); 

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 

9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 

10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

11. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang 

Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan atau 

Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA 

PEMBERIAN, PELEPASAN, DAN PENGALIHAN HAK ATAS 

PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH 

ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan 

sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

dan bukan merupakan tanah Hak Pengelolaan, tanah 

Wakaf, Barang Milik Negara/Daerah atau Badan Usaha 

Milik Negara/Daerah. 

2. Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang 

selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang yang 

bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaanya 
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memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau 

berinvestasi di Indonesia.  

3. Rumah Tunggal adalah rumah yang mempunyai kaveling 

sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun 

tepat pada batas kaveling.  

4. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun 

adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya 

digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai 

tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke 

jalan umum. 

5. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun adalah kepemilikan 

oleh Warga Negara Indonesia atas sarusun di atas tanah 

Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas 

Tanah Negara, serta Hak Guna Bangunan atau Hak 

Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan. 

6. Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun adalah Hak Milik 

atas Satuan Rumah Susun yang dipunyai atau dimiliki 

oleh Orang Asing. 

7. Tanah Bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah 

sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak 

bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri 

rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam 

persyaratan izin mendirikan bangunan.  

8. Bagian Bersama adalah bagian rumah susun yang 

dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama 

dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah 

susun. 

9. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan 

bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki 

bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian 

bersama.  

10. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri 

adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata 

ruang. 

11. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang 
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selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi 

vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada 

Menteri.  

12. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan 

Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri 

melalui Kepala Kantor Wilayah BPN. 

 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

(1) Pemberian, pelepasan, dan pengalihan hak atas 

pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian yang 

dimiliki oleh Orang Asing berdasarkan pada asas bahwa 

macam hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh 

seseorang mengikuti status subyek hak atas tanahnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: 

a. memberikan kepastian hukum atas pemilikan 

rumah tempat tinggal atau hunian oleh Orang Asing; 

dan 

b. mencegah peralihan hak yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan atau di 

luar sistem hukum administrasi pertanahan di 

Indonesia oleh Orang Asing dengan Warga Negara 

Indonesia. 
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